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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi kebijakan perbaikan jalan dan penerangan jalan di Desa 

Cindai Alus belum ideal. Jalan-jalan di sekitarnya, seperti Jalan Irigasi, 

belum diperbaiki secara memadai karena tergolong jalan inspeksi irigasi, 

yang berada di bawah tanggung jawab BWS Kalimantan III, bukan Dinas 

PUPRP. PJU belum ditangani karena adanya pembagian kewenangan antar 

instansi dan keterbatasan anggaran. Proses perencanaan Musrenbang 

sedang berlangsung, tetapi implementasi praktisnya belum memenuhi 

kebutuhan utama masyarakat. 

2. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan jalan dan penerangan di 

Desa Cindai Alus antara lain keterbatasan anggaran, tumpang tindih 

kewenangan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur 

proyek, dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang kuat. Dianalisis 

berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan-

hambatan ini mencerminkan lemahnya lima faktor pendukung efektivitas 

hukum: isi hukum, penegakan hukum, infrastruktur pendukung, kesadaran 

masyarakat, dan budaya partisipatif. Akibatnya, hak masyarakat untuk 

mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya 

dihormati di desa ini. 
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B. Saran 

1. Kepada Dinas Terkait (DPUPRP dan DPRKPLH Kabupaten Banjar) 

Dinas perlu meningkatkan koordinasi lintas instansi, khususnya dalam 

menangani jalan non-kewenangan kabupaten dan penerangan jalan umum. 

Perlu juga dilakukan sosialisasi teknis kepada masyarakat sebelum proyek 

dimulai, serta pelibatan pemerintah desa dalam monitoring hasil 

pembangunan. 

2. Kepada Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Provinsi, Pemerintah desa 

disarankan lebih aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat, menyusun 

proposal yang lebih tepat sasaran, serta menindaklanjuti laporan warga. 

Pemerintah kabupaten dan provinsi dapat memberikan dukungan teknis 

dan anggaran, serta memperjelas batas kewenangan antarinstansi agar 

pembangunan berjalan efektif. 

3. Masyarakat diharapkan lebih sadar akan perannya dalam pembangunan 

desa, termasuk menaati arahan teknis selama pelaksanaan proyek, 

melaporkan kerusakan infrastruktur secara tepat, serta menjaga dan 

memelihara fasilitas umum yang telah dibangun. 

4. Penelitian ini masih terbatas pada satu desa, tepatnya di Desa Cindai Alus, 

Kabupaten Banjar. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas 

objek kajian atau fokus pada evaluasi kebijakan serupa di lokasi lain, agar 

dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan kontekstual 

bagi pembuat kebijakan. Selain itu, sudut pandang dengan teori lain juga 

dapat digunakan sebagai bentuk lintas keilmuan. 


